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Abstract: This research discusses the resolution of the breach of lease dispute regarding
satellite rental between the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia and Avanti
Communications through international arbitration, with a focus on analyzing the procedures
conducted based on relevant regulations. The chosen research method is a normative
approach utilizing primary legal sources from literature studies. The research aims to
discuss dispute resolution strategies through international arbitration mechanisms in
accordance with applicable laws. Arbitration is an option stipulated in a written agreement
between parties aimed at resolving disputes outside conventional court processes. In the
context of the case between Avanti Communications Limited and the Ministry of Defense of
the Republic of Indonesia, it was proven that the Ministry of Defense committed a breach of
contract and is required to compensate the losses incurred by Avanti Communications Ltd.
The law on damages specifies the details that can be included. There is a potential for the
cancellation of a legal agreement due to negligence that leads to a breach of contract, where
the cancellation of the agreement can occur if it causes harm to the relevant parties.

Keyword: Arbitration, Rent, Civil Law

Abstrak: Penelitian ini mengulas penyelesaian sengketa wanprestasi sewa-menyewa satelit
antara Kemenhan RI dan Avanti Communications melalui arbitrase internasional, dengan
fokus pada analisis prosedur yang diselenggarakan berdasarkan regulasi terkait. Metode
penelitian yang dipilih adalah pendekatan normatif dengan menggunakan sumber-sumber
hukum primer dari studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan strategi
penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase internasional sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Arbitrase merupakan opsi yang diatur dalam perjanjian tertulis antara
para pihak yang bertujuan menyelesaikan sengketa di luar proses pengadilan konvensional.
Dalam konteks kasus Avanti Communications Limited dan Kemenhan RI, terbukti bahwa
Kemenhan RI melakukan wanprestasi dan diharuskan untuk mengganti kerugian yang
ditimbulkan kepada Avanti Communications Ltd. Undang-undang ganti rugi merinci tentang
perincian isi yang dapat dimasukkan. Ada potensi pembatalan perjanjian hukum karena
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kelalaian yang menyebabkan wanprestasi, di mana pembatalan perjanjian bisa terjadi jika
berdampak merugikan pihak terkait

Kata Kunci: Arbitrase, Sewa Menyewa, Hukum Perdata

PENDAHULUAN

Pihak-pihak membuat perjanjian berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, di mana
pihak-pihak yang mampu membuat kesepakatan hukum. Salah satu cara untuk menyelesaikan
sengketa internasional adalah melalui lembaga arbitrase internasional. Proses ini ditujukan
untuk menghasilkan keputusan yang mengikat melalui kesepakatan bersama. Sebuah
perjanjian melibatkan pihak memberikan janji terkait pemenuhan kewajiban tertentu.
Persyaratan harus terpenuhi sesuai hukum, termasuk pihak yang terlibat, kemampuan
kontrak, subjek spesifik, dan aspek hukum yang relevan. (Nur Azza Morlin Iwanti & Taun,
2022)

Aturan terkait sewa menyewa terdapat dalam bab VII Buku 11l KUHPerdata dari Pasal
1548 hingga Pasal 1600. Di sisi lain, regulasi umum perjanjian disebutkan dalam Buku IlI
KUHPerdata, mulai dari Pasal 1313 yang menjelaskan definisi perjanjian."suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"
(Anisa, 2022)

Perjanjian mengacu pada kesepakatan dimana seseorang menjanjikan untuk memenuhi
tugas kepada pihak lain. Syarat sahnya perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata,
meliputi kesepakatan antara pihak, kemampuan berkontrak, objek yang jelas, dan alasan yang
valid.

Peraturan perjanjian sewa menyewa dibahas dalam bagian ketujuh Buku Il
KUHPerdata yang berjudul. "Tentang Sewa-Menyewa" Pasal-pasal terkait berada antara
Pasal 1548 hingga Pasal 1600 di KUHPerdata. Sedangkan panduan umum perjanjian tertera
dalam Buku Il KUHPerdata, dengan definisi perjanjian dalam Pasal 1313 yang berbunyi
bahwa "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang atau lebih" (Hanafi, 2024)

Perjanjian sewa menyewa sudah sering terjadi di kalangan masayarakat maupun negara
tetapi masih banyak yang melakukan wanprestasi atau cidera janji seperti salah satun
contohnya yaitu perjanjian sewa menyewa satelit antara kemenhan RI dengan Avanti
Communications Dalam konteks sewa menyewa satelit, perhatian terhadap slot orbit penting
bagi Indonesia demi keamanan. Kemenhan RI tidak membayar Avanti Communication Ltd
sesuai kesepakatan, mengakibatkan kerugian. Avanti menilai tindakan Kemenhan sebagai
pelanggaran kontrak dan mengambil jalur hukum arbitrase.

Melihat situasi tersebut, terduga terjadi wanprestasi dalam kesepakatan sewa menyewa
satelit antara Kemenhan RI dan Avanti Communication. Dalam jurnal ini, akan dipelajari
penyelesaian sengketa wanprestasi menggunakan arbitrase serta efektivitas mekanisme
arbitrase dalam menangani kondisi tersebut “Penyelesaian sengketa wanprestasi sewa
menyewa satelit kemenhan RI dengan avanti communications secara arbitrase”

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal
dengan sejumlah istilah lain. Fokus penelitian adalah pada hukum tertulis dan adat istiadat
masyarakat. Sumber data utama berasal dari data sekunder, termasuk bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Metode ini sangat bergantung pada data sekunder, termasuk dokumen
hukum primer, sekunder, dan tersier, dan umumnya dilakukan melalui penelitian
kepustakaan. Fokus utama studi ini adalah pada regulasi yang tertulis atau berdasarkan
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norma-norma dan aturan sosial. Sumber data primer terdiri dari hukum yang telah
dikodifikasi dan regulasi yang diterapkan dalam masyarakat.

Dalam penelitian hukum normatif di Indonesia, sejumlah ahli hukum seperti Soerjono
Soekanto, Jhonny Ibrahim, dan Bambang Sugono telah memberikan kontribusi penting.
Mereka menyoroti perbedaan dalam jenis penelitian hukum normatif. Ada pendapat bahwa
inklusi penelitian inventarisasi hukum positif ke dalam kategori penelitian hukum normatif
kurang tepat karena hanya berfokus pada pengumpulan data hukum. Dengan menganalisis
berbagai penelitian mengenai hukum normatif, penulis bertujuan untuk mengatasi
permasalahan yang muncul dalam penelitian ini (Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H.,
2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk perjanjian sewa menyewa satelit kemenhan RI dengan Avanti Communications

Pasal 1548 hingga pasal 1600 KUHPdt mengatur perihal perjanjian sewa-menyewa.
Sebagaimana dalam transaksi jual-beli, perjanjian sewa-menyewa juga merupakan
kesepakatan yang mengikat secara konsensual setelah disepakati. Wanprestasi terjadi ketika
salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, terlambat dalam
pemenuhan kewajiban, atau bahkan tidak memenuhi kewajiban sama sekali.(Nasution, 2020)

Pada Pasal 1239 KUHPerdata diatur bahwa "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu
atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya,
mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan
bunga.”

Dalam perjanjian sewa menyewa satelit kemenhan RI dengan Avanti communications,
Kemenham telah membuat kontrak atau perjanjian Pada 6 Desember 2015, Satelit Artemis
disewa oleh Avanti Communication Limited untuk mengisi orbit sementara. Saat itu,
persetujuan penggunaan slot orbit 123 derajat BT dari Kominfo belum diterbitkan, namun
kemudian dikeluarkan pada 29 Januari 2016. Ketika Kemenhan menandatangani kontrak
dengan Avanti pada tahun 2015, anggaran untuk sewa satelit belum tersedia. Selama
pembangunan Satkomhan, Kemenhan juga mendapatkan kontrak dengan pihak lain pada
periode 2015-2016 meskipun anggarannya belum ada. Anggaran untuk proyek Satkomham
baru tersedia pada tahun 2016. Setelah anggaran tersedia, Kemenhan melakukan. "self
blocking"

Kemudian Avanti memulai proses arbitrase di London International Court of
Arbitration pada Agustus 2017 terkait pembayaran sewa satelit yang tertunda oleh
Kemenhan. Akibat gugatan tersebut, Kemenhan harus mengembalikan pengelolaan slot orbit
123 derajat BT kepada Kominfo. Kominfo kemudian memberikan izin penggunaan slot orbit
tersebut kepada PT Dini Nusa Kusuma untuk proyek Filing Satelit Garuda-2 dan Nusantara-
Al-A. PT DNK mengalami kendala dalam menyelesaikan masalah yang diwariskan oleh
Kemenhan. Pengadilan arbitrase internasional di London menetapkan Rl harus membayar
biaya sewa Satelit Artemis dan biaya-biaya lainnya seperti biaya arbitrase, biaya konsultan,
dan biaya filing satelit.

Dalam suatu kesepakatan, jika salah satu pihak tidak memenuhi tugasnya, itu dianggap
sebagai wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika pihak itu tidak melakukan kewajibannya,
melanggar kontrak, atau tidak memenuhi janji. Jika pihak lain merasa dirugikan oleh
kelalaiannya, mereka dapat menuntut kompensasi sesuai hukum yang berlaku,"Biaya, rugi,
dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada
umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat
dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian- pengecualian serta perubahan-
perubahan yang akan di sebut di bawah ini."(Rini Eka Agustina, 2024)
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Pertanggung jawaban Akibat dari wanprestasi termasuk melakukan pembayaran ganti
rugi, pembatalan perjanjian, perubahan risiko, serta menanggung biaya yang timbul akibat
pelanggaran tersebut ".

Wanprestasi dapat mengakibatkan empat konsekuensi hukum yang berbeda, yaitu:

a. Menuntut pemenuhan perjanjian, meskipun sudah dilakukan dengan keterlambatan.

b. Meminta ganti rugi atas kerugian yang muncul karena tidak mematuhi atau terlambat
melaksanakan kontrak, atau melaksanakannya tidak sesuai dengan kesepakatan.

c. Menyuarakan permintaan untuk pelaksanaan kontrak dengan penuh ganti rugi atas
kerugian yang dialami akibat terhambatnya pelaksanaan kesepakatan.

d. Ketika salah satu pihak dalam perjanjian saling terhubung tidak memenuhi, hal ini bisa
memberi hak kepada pihak lain untuk meminta pengadilan mengakhiri kesepakatan
dengan kompensasi atas kerugian yang terjadi.

Menurut peraturan dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS, Arbitrase Internasional
didefinisikan sebagai keputusan yang dibuat oleh badan arbitrase dan arbiter di luar yurisdiksi
Indonesia atau sesuai dengan hukum RI yang dianggap sebagai vonis dalam arbitrase
internasional. Arbitrase diakui sebagai opsi penyelesaian sengketa yang sah dalam hukum
Indonesia. Regulasi ini termasuk dalam berbagai peraturan, seperti Pasal 377 HIR, Pasal 3
UU No. 4 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, PERMA No. 1 tahun 1990, UU No. 5
tahun 1968, dan UU No. 30 tahun 1999. Dalam UU No. 30 tahun 1999, arbitrase dijelaskan
sebagai metode penyelesaian sengketa yang berbeda dengan pengadilan umum yang harus
dituangkan secara tertulis oleh pihak yang terlibat.(Ni Wayan Restiti & Muhamad Jodi
Setianto, 2022)

Perjanjian arbitrase dijelaskan sebagai kesepakatan dalam bentuk klausul arbitrase yang
terdapat dalam dokumen tertulis antara pihak sebelum terjadinya konflik atau setelah
sengketa oleh pihak yang terlibat. Penegakan putusan arbitrase di Indonesia dibedakan
berdasarkan jenis putusan yang dihasilkan. Namun, UU No. 30 Tahun 1999 tidak secara
khusus mengatur perbedaan antara putusan arbitrase nasional dan internasional.

Kemenhan RI dianggap melakukan wanprestasi dalam kasus Avanti Communications
Limited, dimana kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak Avanti
Communications Ltd. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang penuntutan ganti rugi,
perjanjian hukum juga dapat dinyatakan batal apabila mengakibatkan kerugian bagi pihak
terkait karena kelalaian yang menimbulkan wanprestasi.(Ahmad Aswar Rowa 2021)

Menyatakan pembatalan perjanjian bukanlah hal yang mudah, karena harus terbukti
apakah wanprestasi tersebut berdampak sangat buruk atau tidak. Proses pembatalan
perjanjian melalui serangkaian tahapan yang harus dilalui agar wanprestasi dapat dijadikan
dasar untuk pembatalan perjanjian:

1. Bukti akan dampak serius wanprestasi diperlukan agar pihak yang dirugikan dapat
memutuskan kontrak. Tanpa bukti dampak yang serius, pihak tersebut tidak dapat
mengakhiri kontrak yang telah dibuat.

2. Sebelumnya, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya diberi peringatan untuk
memperbaiki prestasinya. Jika tetap tidak memperbaiki setelah beberapa peringatan, pihak
yang merasa dirugikan berhak mengakhiri kontrak tersebut.

3. Pemutusan kontrak harus sesuai dengan batas waktu yang wajar. Jika keterlambatan dalam
pemutusan kontrak setelah toleransi terhadap wanprestasi, pihak yang dirugikan tidak bisa
membatalkan kontrak.

Dengan demikian, Kementerian Pertahanan RI terbukti tidak memenuhi kewajibannya
dalam arbitrase melawan Avanti Communications Ltd. Sebagai akibatnya, Avanti
Communications Ltd berhak menuntut ganti rugi dan pembatalan perjanjian kepada
Indonesia.Siregar, 2023)
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Meskipun terjadi wanprestasi, penting untuk melindungi kepentingan pihak terkait
demi menjaga kesinambungan. Tindakan perlindungan hukum terhadap pihak yang
melakukan wanprestasi diperlukan:

1 Dengan menggunakan pendekatan khusus untuk mengakhiri perjanjian, pemutusan
perjanjian dapat dilakukan tanpa masalah dari pelaksanaan yang sembarangan meskipun
pihak lainnya sudah melakukan wanprestasi, oleh karena itu, hukum memutuskan
mekanisme khusus itu dalam hal memutus perjanjian yang sudah ada, sistem tersebut
adalah:

a) Kewajiban untuk mengadakan surat peringatan (Pasal 1238 KUHPdt).
b) Kewajiban memutus perjanjian timbal balik melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPdt

2 Pihak yang tidak bersalah dalam sebuah kesepakatan berhak menghentikan perjanjian jika
pihak lain melakukan pelanggaran.

Penyelesaian sengketa wanprestasi sewa menyewa satelit kemenhan RI dengan avanti

communications secara arbitrase

Menurut Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase dan APS, arbitrase internasional merujuk pada
keputusan yang dikeluarkan di luar wilayah hukum Indonesia atau yang diakui sebagai
internasional sesuai hukum Indonesia. UU Arbitrase dan APS menentukan dua syarat untuk
menentukan status keputusan arbitrase sebagai internasional:

Jika putusan arbitrase diberlakukan di luar yurisdiksi Indonesia, akan dianggap sebagai
putusan arbitrase asing. Wilayah hukum suatu negara meliputi wilayah negara itu dan area di
mana perwakilan diplomatik berada. Apabila putusan arbitrase diumumkan di area
diplomatik Indonesia di luar negeri, putusan tersebut tidak dianggap sebagai putusan arbitrase
internasional.(Bianti, 2023)

Arbitrase Internasional digunakan sebagai jalan pintas pemecahan perselisihan Badan
Arbitrase Internasional memiliki peran penting dalam pengembangan hukum internasional
sebagai cara yang adil dan efisien. Dengan menyelesaikam sengketa jalur arbitrase
internasional, badan arbitrase internasional Berikut adalah beberapa kelebihan dari memilih
arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa:

a. Dapat mencegah keterlambatan yang disebabkan oleh prosedur dan administrasi.

b. Arbiter dapat dipilih berdasarkan Kkriteria seperti pengalaman, pengetahuan luas, integritas,
keadilan, dan pengalaman dalam penyelesaian sengketa.

c. Tempat pelaksanaan arbitrase dapat dipilih oleh pihak terkait, serta memungkinkan
mereka untuk menentukan cara penyelesaian sengketa.

d. Keputusan arbitrase mengikat para pihak dan dapat dilaksanakan dengan prosedur yang
sederhana langsung.

e. Dalam proses arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase bertugas untuk mencapai perdamaian
antara pihak yang sedang bersengketa.

f. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih efisien secara waktu dan biaya daripada
melalui pengadilan karena tidak melibatkan proses banding, peninjauan ulang, dan kasasi.
Keberhasilan ini sangat penting untuk bisnis agar dapat memperbaiki efisiensi dan fokus
pada profitabilitas.

g. Dalam Appendix 3 WTO Dispute Settlement Understanding, terdapat opsi bagi pihak
yang bersengketa untuk menentukan apakah informasi yang mereka ajukan akan tetap
dirahasiakan atau tidak.

h. Hasil arbitrase biasanya bersifat final dan mengikat sebagai penyelesaian akhir sengketa.
Prinsip ini tertuang dalam Pasal 3 mengenai syarat ketetapan arbitrase yang mewajibkan
pihak yang bersengketa untuk patuh terhadap keputusan setelah diumumkan.
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Banyak hasil arbitrase ditindaklanjuti oleh pihak terkait tanpa perlunya intervensi
hukum. Sebagai akibatnya, perusahaan internasional dapat mengurangi pengeluaran waktu
dan sumber daya dalam meraih keadilan di berbagai lokasi.

Tetapi, ada kelemahan dalam sistem arbitrase yang harus dipertimbangkan oleh kedua
pihak :

1. Kemampuan teknis arbiter dalam menyimpulkan keputusan yang selaras dengan prinsip
keadilan bagi kedua pihak menentukan hasil dari proses arbitrase tersebut.

2. Pengadilan harus bersikap tegas dalam menegakkan putusan arbitrase jika pihak yang
kalah enggan untuk mematuhinya.

3. Menjalankan keputusan arbitrase asing di lapangan masih menjadi suatu tantangan yang
besar.

4. Dalam situasi arbitrase, seringkali perusahaan besar yang terlibat. Sehingga, membawa
keinginan mereka ke badan arbitrase menjadi tugas yang menantang.(Siregar, 2023)

Para pihak yang kerap kali terlibat konflik dalam bisnis internasional dapat dibagi
berdasarkan :

1 Konflik antara pedagang sering kali diatasi dengan berbagai metode yang ditentukan oleh
pihak terlibat, termasuk pilihan forum hukum untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

2 Konflik antara pedagang dan negara lain dalam konteks kontrak bisnis seringkali
melibatkan biaya besar karena adanya keterlibatan negara asing.(Vero, 2022)

Imunitas dapat menyebabkan kesulitan ketika negara tidak bisa diadili di luar yurisdiksi
nasional. Hukum internasional menghormati kedaulatan negara namun juga memberikan
pengakuan pada individu sebagai subjek hukum internasional dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam hubungan internasional, seringkali terjadi konflik di antara berbagai pihak,
seperti individu, organisasi, perusahaan, negara, dan entitas lainnya.

Dalam jurnal ini, dibahas sengketa antara Avanti Communications Limited dengan
Kemenhan RI yang diselesaikan melalui arbitrase. Pada 15 Januari 2015, terjadi insiden di
mana satelit Garuda keluar dari jalur orbit, mengakibatkan Indonesia kehilangan kontrol atas
satelit tersebut. Menurut aturan ITU, jika slot orbit tidak diisi dalam 3 tahun, hak tersebut
akan hilang dan tersedia untuk penggunaan negara lain.(Dianti, 2019)

Perkara bermula ketika Kemenhan tidak membuat pembayaran sewa kepada Avanti
Communications Limited untuk memanfaatkan slot orbit 1230 BT karena keterlambatan
dalam pembuatan satelit baru. Kemenhan dianggap tidak memenuhi kewajiban pembayaran
sewa secara penuh. Meskipun Pemerintah telah membayar sebagian, namun tidak sesuai
dengan perjanjian yang dianggap sebagai wanprestasi. Perkara ini dibawa ke pengadilan pada
10 Agustus 2017 setelah Avanti Communications Ltd sebelumnya mengirimkan somasi tanpa
respon. Pemerintah kemudian diharuskan membayar denda arbitrase dalam waktu kurang dari
30 hari setelah putusan diterbitkan.(bidin A, 2020)

Efektivitas mekanisme arbitrase dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi

Arbitrase internasional telah berkembang sebagai metode efisien untuk menangani
sengketa lintas batas. Salah satu kelebihan arbitrase internasional adalah kemampuannya
menyelesaikan perselisihan antarnegara dengan cepat, terus-menerus, dan adil. Dengan
kemampuan untuk memilih arbitrator, prosedur, dan tempat penyelesaian yang sesuai,
arbitrase internasional dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan para pihak.
Hal ini memberikan pedoman bagi pemerintah, perusahaan, dan lembaga internasional untuk
mempertimbangkan penggunaan arbitrase internasional sebagai cara yang efektif dalam
menyelesaikan sengketa.(Penelitian et al., 2021)

Beberapa faktor kunci memengaruhi keputusan untuk menggunakan arbitrase sebagai
solusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.:
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1 Kecepatan Penyelesaian, Proses arbitrase cenderung lebih cepat dibandingkan Dalam
arbitrase, pihak terlibat memiliki kendali penuh terhadap penentuan jadwal dan prosedur,
yang dapat mempercepat penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan dan tingkat
kompleksitasnya. Arbitrase menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian
aturan dan prosedur demi efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan pengadilan
konvensional..(Kurniawaty, 2021)

2 Kerahasiaan, Proses arbitrase dapat dilakukan secara rahasia, yang berarti sengketa
tersebut tidak menjadi informasi publik. Ini dapat menjadi keuntungan bagi pihak-pihak
yang ingin menjaga kerahasiaan informasi bisnis atau mempertahankan privasi. Para pihak
yang terlibat memiliki opsi untuk menunjuk arbitrator yang memiliki keahlian dan
pengetahuan spesifik dalam bidang yang terkait dengan sengketa tersebut. Keandalan dan
keahlian arbitror dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan.

3 Internasionalisasi, Arbitrase dapat menyelesaikan sengketa antar-negara atau di antara
pihak- pihak yang berada di yurisdiksi yang berbeda. Proses ini mendukung konteks
internasional dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam lingkup yang lebih luas.
Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan pengadilan dan
bisa dilaksanakan di berbagai yurisdiksi, terutama melalui Konvensi New York tentang
Pengakuan dan Penegakan Putusan Arbitrase Asing.(Cintyara, 2023)

4 Meski biaya arbitrase cenderung tinggi, dalam banyak kasus, proses ini lebih efisien
secara finansial dibandingkan persidangan konvensional yang melibatkan biaya pengacara,
biaya peradilan, dan memakan waktu lebih lama. Pihak yang terlibat berperan aktif dalam
berbagai tahapan proses arbitrase, termasuk dalam memilih arbitrator, menyusun aturan
prosedural, dan mengarahkan penyelesaian sengketa.

5 Pilihan Hukum yang Dapat Diterapkan, Pihak-pihak dapat memilih hukum yang akan
diterapkan dalam arbitrase. Hal ini memberikan keleluasaan untuk memilih undang-
undang yang paling relevan dengan sengketa mereka. Para pihak memiliki pilihan untuk
memilih lembaga arbitrase yang menyelenggarakan proses arbitrase, memberikan
kerangka kerja dan bimbingan dalam penyelesaian sengketa.

Dengan berbagai faktor ini, arbitrase menjadi opsi menarik bagi pihak-pihak yang ingin
menyelesaikan sengketa secara efisien, adil, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih arbitrator yang memenuhi kebutuhan
sengketa mereka. Arbitrator harus bersifat netral, independen, dan memiliki keahlian yang
sesuai dengan sengketa yang dihadapi. Pemilihan arbitror harus memperhatikan pengalaman,
reputasi, dan kompetensi arbitror. Pemilihan tempat atau lokasi arbitrase penting karena dapat
memengaruhi proses dan biaya. Faktor-faktor seperti kontinuitas proses, biaya transportasi,
dan aksesibilitas menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan lokasi arbitrase. Pemilihan
bahasa juga harus memperhatikan kebutuhan semua pihak agar partisipasi bisa efektif.(Nur
Azza Morlin Iwanti & Taun, 2022)

Biaya arbitrase melibatkan biaya administrasi lembaga arbitrase, biaya arbitror, dan
biaya lainnya. Pihak- pihak harus mempertimbangkan struktur biaya dan memastikan bahwa
mereka dapat mengelola biaya yang terlibat dalam arbitrase. Pihak-pihak dapat memilih
hukum yang akan diterapkan dalam arbitrase. Pemilihan hukum yang tepat harus
memperhatikan sifat sengketa dan kepentingan para pihak. Pihak- pihak dapat menyertakan
ketentuan khusus dalam perjanjian arbitrase untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari proses
arbitrase, seperti prosedur dan jadwal penyelesaian sengketa.(Hukum & Udayana, n.d.)

KESIMPULAN

1 Kementerian Pertahanan RI menyewa Satelit Artemis dari Avanti Communications
sebelum mendapatkan persetujuan penggunaan slot orbit dari Kominfo. Meskipun
anggaran belum tersedia pada tahun 2015, Kemenhan menandatangani kontrak dengan
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pihak lain untuk membangun Satkomhan, dengan anggaran baru tersedia pada tahun 2016.
"self blocking"

2 Dalam perjanjian sewa menyewa satelit kemenhan RI dengan avanti communications
pihak Kemenhan RI diduga telah melanggar kontrak sewa. Pasal 1548 hingga 1600
KUHPdt membahas perjanjian sewa-menyewa. Sama halnya dengan menjual-membeli,
perjanjian saling sewa merupakan perjanjian konsensual, yang artinya sudah terjadi dan
mengikat pada saat kesepakatan tercapai.Pada Pasal 1239 KUHPerdata dikatakan bahwa
"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si
berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban
memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Kemudian pihak avanti communications
memilih arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase dan APS
menyatakan bahwa arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu
lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau
putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum
Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Dari
pengertian tersebut didapatkan 2 keadaan untuk menganggap putusan arbitrase sebagai
putusan arbitrase internasional.

3 Menggunakan arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa di luar
pengadilan. di karenakan Kecepatan Penyelesaian proses arbitrase cenderung lebih cepat
dibandingkan dengan proses pengadilan konvensional, Proses arbitrase dapat dilakukan
secara rahasia yang berarti sengketa tersebut tidak menjadi informasi publik, Arbitrase
dapat menyelesaiakan sengketa antar negara atau diantara pihak-pihak yang berada di
yuridiksi berbeda, Biaya yang Dapat Dikendalikan, Meskipun biaya arbitrase bisa
signifikan, namun dalam banyak kasus, proses ini lebih hemat biaya dibandingkan dengan
persidangan konvensional yang dapat melibatkan biaya pengacara, biaya peradilan, dan
waktu yang lebih lama dan Pihak-pihak dapat memilih hukum yang akan di tetapkan
dalam arbitrase.
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